NOMOR

4

SERIB

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUK.ABUM!

NOMOR: 15 TAHUN 2004
TENTANG:

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKABUM1

Merumbang :a banwa dalam rangka pelaksanaan Otonomi Da<rah

Mengingat

& s

berdasarkan Undz ng-Undang Nomor 32 Tz Jun 2004 t>ntang
Pzmenntahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 34 Tahin
2000 terrang Perubahan atas Undang-Undang Nomeor I8
Tahun 1997 t=ntang Pajak Daerah dan Retnibusi Daerah, maka
Peratura:~ Daerah yang didasarkan kepada Undang-Undang
Nomor 3 tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemenntahan di
Daerah dan atau Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemenntahan Daerah, sudah tidak sesuai dan oleh
karena 1tu perlu diubah;

. bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diat.as,

maka Peraturan Daerah Nomor 06 tahun 1998 tentang Pajak
Hiburan perlu diadakan penyesuaian;

bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Dacrah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita
Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

Urndang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara

Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3209);
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10.

1.

12.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990  tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3427);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan
Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 40, T:ambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997
Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246. Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686):

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor | Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 123,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemenntah Pusat dan Daerah (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4438):

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 198! Nomor
6. Tambahan Lembaran Negara Nomor 32358):

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak
Daerah (Lembaran Ncgara Tahun 2001 Nomor 118.
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138):

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997
Tentang Penvidik Pegawar Negeri Sipil di Linghungan
Pcmerintah Daeraly;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997
tentang Pedoman Tata Cara Pungutan Pajak Dacrah.

Kceputusan Mentert Dalam Negert Nomor 173 Tahun 1997
tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Paak Daerah.



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan Maten
Muatan Produk Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonom: Daerah
Nomor 22 Tahun 2001 tentang Bentuk Produk-Produk Hulkum
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah

Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk
Hukum Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah
Nomeor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita
Daerah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomt Daerah
Nomor 130-67 Tahun 2002 tentang Pengakuan Kewenangan
Kabupaten dan Kota Beserta Catatan Verifikasi Kabupaten/
Kota;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 31 Tahur
2000 tentang Kewenangan Pemernntah Kabupaten Suk abuzng
Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor !4 Tahun
2001 tentang Rencana Strategis Kabupaten Sukabuin;

Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 15 Tahun
2002 tentang Penataan Dinas Daerah di Liegkungan
Pemerintah Kabupaten Sukabumi;

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Menetapkan:

KABUPATEN SUKABUMI
MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI
TENTANG PAJAK HIBURAN.

BAB 1

KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

.
2,

Daerah adalah Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
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10.

1.

12.

Bupati adalah Bupati Sukabumi.

Dewan Pervvakilan Rakvat Daerah yang selanjutnya disebut
DPRD adalah Dewan Pervvakilan Rakyat Daerah Kabupaten

Sukabum.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
Kabupaten Sukabumi.

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah

Kabupaten Sukabumi.

Pajak Dacrah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah iuran

wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau Badan kepada

daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku, yang digunakan untuk membiay/ai penyelenggaraan

Pemerintah Daerah dan Pembangunan Daerah.

Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal vang

merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun vang

tidak melakukan usaha vang meliputi Perseroan Terbatas,

Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik

Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun,

Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan,

Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa. Organisasi Sosial

Politik, atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha

tetap, dan bentuk badan lainnya.

Pajak Hiburan vang selanjutnya disebut pajak. adalah

pungutan daerah atas penyelenggaraan hiburan:

Hiburan adalah semua jemis pertunjukan, permainan,

permainan ketangkasan dan atau keramaian dengan nama
bentuk apapun yang ditonton atau dinikmati oleh setiap or-
ang dengan diipungut bayvaran;

Penyelenggara hiburan adalah perorangan atau badan vang
menvelenggarakan hiburan. baik untuk atas namanya sendint
atau untuk dan atas nama pihak lain vang menjadi
tanggungannya:

Pcnonton atau pengunjung adalah setiap orang vang
menghadin suatu hiburan untuk melihat dan atau mende ngar
atau menikmatinya atau menggunakan fasilitas vang
disediakan oleh penyclenggaraan hiburan kecuali
pcnyelenggara, karvawan. artis dan petugas yang menghadin
untuk melak ukan pengawasan;



4.

16.

17

18.

20,

4

22.

Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan
nama dan dalam bentuk apapun, yang dapat digunakan untuk
menonton, menggunak an atau inenikmat: htburan;
SuratPemberitahuan Pajak Dacrah yang sclan jutmya disingka:
SPTPD adalah surat vang digunakan oleh Wajib Pajak ur tur.
melaporkan penghitungan dan atau pembavaran pajak objet.
pajak dan atau bukan objek pajak dan atav harta dar keva proes
menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah
Surat Ketetapan Pajak Daerah yang sclanjutnya disingkas
SKPD adalah surat ketetapan pajak vang meneatuka:
besamya jumlah pokok pajak yang terutang,

Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutny /a disingkat SSPD
adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk
melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak vang wrut ang,
ke Kas Daerah atau ke tempat pembayvaran lamn yanz
drtetapic2 n olch Bupat:.

Surat Kztetapan Pajak Dazrah Kurang B ver vang selajumya
distmgkat SKPDK B adalan surat ketstap.an pajax< men-ntiikan
besemva jumlah pokok pajak vang tenitang, jumlah kredn
pa ak, jumiah kekurangan pembayaran pokck pzjak, besarnyz
sank si administrasi dan jumlah yang masth harus di bavar.
Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bavar Teumbahan vang
sdanprn ya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
vang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telakh
ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebth Bayar yang sclanjuinya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak vanz
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar dan pajak yene terutang atay
tidak seharusnya terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjuiny:
disingkat SKPDN adalah surat ketetapan pajak yan:
menentukan jumlah pokok pajak yang terutang sama besarnva
dengan jumizh kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tida'.
ada kredit pajak.

Surat Tagthan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi
administrasi berupa bunga dan atau denda.

Pemenksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencart.
mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan
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24,

(D

(2)

(3)

lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan
kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah;

Penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah adalah
serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai
Negeri  Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk
mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu
membuat jelas tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah
yang terjadi serta menemukan tersangkanya;,

Badan Penyelesaian Sengketa Pajak adalah badan yang
mempunyai tugas menyelesaikan perselisihan perpajakan.

BAB 11

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK PAJAK
Pasal 2

Dengan nama Pajak Hiburan dipungut Pajak atas setiap
penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran;

Objek Pajak adalah semua penyelenggaraan hiburan dengan
dipungut bayaran;

Objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini.
antara lain :

a. Pertunjukan Film;

b. Pertun jukan Kesenian dan sejenisnya;

c. Pagelaran Musik dan Tan;

d. Karaoke;

e. Permainan Billyard;

f. Permainan Bowling dan sejenisnya;

g. Permainan Ketangkasan dan sejenisnya;

h. Pertandingan Olah Raga;

1. Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya;

). Taman Rekreas;;

k. Arung Jeram:

. Kolam Renang;

m. Rental atau penvewaan Kaset Video, LCD, VCD, DVD.

MP3, dan sejenisnya:
n. Panti Pijat;



0. Mandi Uap;
p. Usaha Pemancingan;
q. Usaha Kebugaran jasmani;

r. Jetsky;
s. Tralling.

Pasal 3

Dikecualikan dari objek pajak adalah:

a.

(1

(2)

Fasilitas olah raga dan hiburan yang disediakan hotel yang
dipergunakan oleh tamu hotel;

Penyelenggaraan Hiburan tidak dipungut bay.aran, sepecti
hiburan yang diselenggarakan dalam rangka permikakan
upacara adat, kegiatan keagamaan.

Fasal 4

Subjek Pajak adalah orang pribadi ai an badan yanz reenantan
dan atau menikmatl hiburas.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau bacian yang
menyelenggarakan hiburan.

BAB III

DASAR PENGENA.AN DAN TARI¥F PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran atau yang
seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

!'J

Pasal 6

Untuk jenis pertunjukan dan keramaian umum yang
menggunakan sarana film di bioskop, ditetapkar.;

l. Kelas A sebesar 30% (uga puluh persen),
2. Kelas B sebesar 25% (dua puluh ima persen);
3. Kelas C sebesar 20% (dua puluh persen);



4. Kelas D sebesar 13% (lima belas persen),
5. Jenis Film Keliling sebesar 10% (sepuluh persen).

Untuk pertun jukan Kesenian, antara lain kesenian tradisional.
pertun jukan sirkus, pameran seni, pameran busana, dan kontes
kecantikan sebesar 20% (dua puluh persen);

Untuk pertun jukan/pagelaran Musik dan Tari ditetapkan
scbesar 10% (sepuluh persen);

Untuk Karaoke ditetapkan sebesar 20% (dua puluh persen).
Untuk Permainan Bitlyard ditetapkan sebesar 20% (dua puluh
persen).

Untuk Permainan Bowling dan se jenisnya ditetapkan scbesar
10% (sepuluh persen);

Untuk Permainan Ketangkasan dan sejenisnya ditetapkan
sebesar 15% (lima belas persen);

Untuk Pertandingan Olah Raga ditctapkan sebesar 10%
(sepuluh persen);

Untuk Taman Wisata dan Taman Hutan Raya ditetapkan
sebesar 20% (dua puluh persen):

Untuk Taman Rekreast ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

Untuk Arung Jeramditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).
Untuk Kolam Renang ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen);

Untuk Rental atau penyewaan Kaset Video, LCD. VCD. DVD.

MP3, dan sejenisnya ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen);

Untuk Panti Pijat ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima
persen);
Untuk Mandi Uap ditetapkan sebesar 30% (tiga puluh persen).

Untuk Usaha Pemancingan ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen);

Untuk Kebugaran Jasmani ditetapkan sebesar 10% (sepuluh
persen).

Untuk Jetsky ditetapkan scbesar 0% (sepuluh persen):
Untuk Tralling ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).



BABIV
WILAYAH PEMUNGUTAN DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 7

(1)  Pajk yang terutang dipungut di Wilayah Dacrah;

(2) Besarnya Pajak terutang dengan cara mengalikan tarif
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Daerah
ini, dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 Peraturan Daerah mi.

BAB V
MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG
DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH
Pasal 8

Masa Pajak adalah jangka waktu yang lamanyz 1 (satu} buian
takwirs.

Pasal 9

Pajak Terutang dalam masa pajak terjadi pada saat penyelenggaraan
hiburan. '

Pasal 10

(1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.

(2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, harus
diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditanda-tangani
olech Wajib Pajak atau kuasanya,

(3) SPTPD scbagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, harus
disampaikan kepada Bupati selambat-lambatnya 15 (lima
belas) han setelah berakhimya masa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD ditetapkan oleh
Bupat. ;



BABVI

TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK

(D

(2)

(1)

(2)

3)

Pasal 11

Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) Peraturan Daerah ini, Bupati menetapkan pajak
terutang dengan menerbitkan SKPD.

Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, tidak atau kurang dbaysar setelah lewat waktu paling lama
30 (tiga puluh) han sejak SKPD diterima, dikenakan sanksi
admunistrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
dan ditagih dengan menerbitkan STPD.

Pasal 12

Wajb Pajpk yang membayar sendin SPTPD sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) Peraturan Daerah ini,
digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan
menetapkan pajak sendiri yang terutang;

Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnva
pajak, Bupati dapat menerbitkan :

a. SKPDKB:
b. SKPDKBT;
g, SKPDN.

SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Pasal

i1, diterbitkan apabila :

a. Berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pa jak
vang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi
administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan
dihitung dani pajak vang kurang atau terlambat dibavar
untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh ¢mpat)
bulan dihitung sejak saat terutangnyva pajak:

b. SPTPD udak disampaikan dalam jangka waktu vang
ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan
sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %o (dua persen)
scbulan dihitung dari pajk vang kurang atau terlambat
dibavar untuk prgka waktu paling lama 24 (dua pulub

I . T N [ rl ‘ a¥s 2o s e R - =y (|



4)

()

(6)

(7)

(1

(2)

c. Kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terutang dihitung secara jabatan dan dikenakan sanksi
admunistrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh
lima persen) dani pokok pajak ditambah sanksi administrasi
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) scbulan dihitung
dan papk yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung
sejak saat terutangnya pajak;

SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
Pasal ini, diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data
yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan
jumlah papk yang terutang akan dikenakan sanksi administrasi
berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dan jumlah
kekurangan pajak tersebut.

SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf ¢ Pasal

ini, diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama

besamya dengan jurnlah kredit pajak atau pajak tidak terutang
dan tidak ada kredit pajak.

‘Apabila kewa jiban membayar pajak te ntang dalam SKPDKE
dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada avat {2) buruf
a dan b Pasal ini, tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam
jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan
menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi
berupa bunga 2 % (dua persen) sebulan.

Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, tidak dikenakan apabila
Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan
pemeriksaan. :
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 13

Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain
yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan dalam
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD.

Apabila pembayaran pajak dilakukan lain yang ditunjuk, hasil

penerimaan pajak harus disetor ke Kas Daerah selambat-
lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh
Bupati.

1



3)

(1
(2)

(3)

(4)

)

(D

2

D

Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) Pasal ini, dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 14

Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas.

Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wapb Pajk
untuk mengangsur pa pk terutang dalam kurun waktu tertentu,
setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

Angsuran pembayaran pa jak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal i, harus dilakukan secara teratur dan berturut-
turut dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen)
sebulan dari jumlah pajk yang belum atau kurang dibayar.
Bupati dapat memberikan persetujuan kepada Wajb Pajak
untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang
ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan
dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan
darijumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
Persyaratan untuk dapat mengangsur dan menunda
pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan
penundaan sebagaimana dimaksud ayat (2) dan ayat (4) Pasal
ini, ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 15

Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal
13 Peraturan Daerah i, diberikan tanda bukti pembayaran
dan dicatat dalam buku penerimaan,

Bentuk, jenis, 1si, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal

ini, ditetapkan oleh Bupati

BAB VI1I
TATA CARA PENAGIHAN PAJAK
Pasal 16

Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang
sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak.
dikeluarkan 7 (tujuh) han sejk saat jatuh tempo pembayaran.



(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) han setelah tanggal Surat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenus,
Wagb Pajak harus melunasi pajk yang terutang.

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang scjenis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dikeluarkan
olen Bupati cq. Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi
dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Sarat
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis.
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Bupati cg. Kepala Dinas menerbitkan Surat Paksa segzia
setelah lewat 21 (dua puluh satu) han serak tamizeat Suvea.
Teguran atau Surat Peningatan atau surat laim vang seins

Pasal 1€

Apabila pajak yang harus dibayar udak dilunas: dalam vakry 2 x
24 jam sesudah tanggal pembentahuan Surat Paksa. Bupar cq.
Kepala Dinas scgera menerbitkan Surat Penntah melaxsanzkar
Penyitaan

Pasal 19

Setelah dilakukan penyitaan dan Wajib Pajak belum juga mzlunasi
utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) han sejab. tonggal
pelaksanaan Surat Penntah melaksanakan Penyitaan Bupati cq
Kepala Dinas mengajukan permintaan penetapan tanggal pelzlzngan
kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 20

Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan han, tanggal, jam dan
tempat pelaksanaan lelang, Juru Sita membentahukan dengan
segera secara tertulis kepada Wajib Pajak.



Pasal 21

Bentuk, jenis dan isi fiormulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan
penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Bupati

BABIX
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 22

(1) Bupati berdasarkan permohonan Wajb Pa jak dapat
memberikan pengurangan. keringanan dan pembebasan pajak.

(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini, ditetapkan oleh Bupati.

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGUR.ANGAN
KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGUR:AANGAN
SANKSI] ADMINISTRASI

Pasal 23

(1) Bupati karena jabatan atau atas permohonan Wajb Pajk.
dapat:

a. Membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau
STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis.
kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan
peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah.

b. Membatalkan atau mengurangkan ketetapan pajk vang
tidak benar.

c. Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrast
berupa bunga. denda dan kenaikan pajak yang terutang
dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajk atau bukan karena kesalahannya.

(2) Pcrmohonan pembetulan. pembatalan. pengurangan ketetapan
dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrast atas
SKPD. SKPDKB. SKPDKBT dan STPD scbagaimana
dimaksud pada axat (1) Pasal ini. harus disampaikan sccara



tertulis oleh Wajib Pajak kepada Bupati atau Pejabat yang 119
ditunjuk selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal
diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan
memberikan alasan yang jelas.

(3) Bupat: atau Pejabat yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan
sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
Pasal ini diterima, sudah harus memberikan keputusan.

(4) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bulan stag aimana dimaksud
pada ayat (3) Pasal ini, Bupati cq. Kepala Dinas tidak
memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan,

pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan
sanksi administrasi, dianggap dikabulkan,

BAB Xi
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 24

(1) Wajb Pajk dapat mengajukan keideratan kepada Bupati cq

Kepala Dinas atas suatu :
a. SKPD;

b. SKPDKB;

z, SKPDKBT,

d  SKPDLB;

e. SKPDN.

(2) Permohonan keberatan sebgaimana dimaksud pada ayat (1)
Pasal ini, harus disampaikan secara tertulis paling lama 3
(tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT,
SKPDLB dan SKPDN diterima oleh Wajib Pajak, kecuali
apabila Wajpb Pajak dapat memmnjukkan bahwa jangka waktu
itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekvasaannya.

(3) Bupati cq. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini diterima, sudah
memberikan keputusan. '

(4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana -
dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, Bupati cq. Kepala Dinas
tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap
dikabulkan.



(3) Pengajuan keberatan scbagaimana dimaksud pada ayat (1)

Pasal ini, tidak menunda kewa jiban membayar pajak.

Pasal 25

(1) Wajib Pajak dapat menga jukan banding kepada Badan

(2)

Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tig?)
bulan setelah diterimanya keputusan keberatan dari Bupati.

Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal
ini. tidak menunda kewa jiban membayar pajak.

Pasal 26

Apabila penga juan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
24 Pcraturan Dacrah ini, atau banding secbagaimana dimak sud
dalam Pasal 23 Peraturan Daerah ini, dikabulkan sebagian atau
scluruhnyva, kelebthan pembavaran pajak dikembalikan dengan
ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk
paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAY.ARAN PAJAK

(1)

()

(%)

Pasal 27

Wajb Pajak dapat mengajukan permohonan pengembahan
kelebthan pembayaran pajak kepada Bupati cq. Kepala Dinas
sccara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
a. Nama dan alamat Wa)ib Pajak:

b. Masa Pajak:

¢. Besamyva kelebihan pembavaran Pajak:

d. Alasan vang jelas,

Bupati ¢q. Kepala Dinas dalam jangka waktu paling lama 12
(dua belas) bulan sejak diteriimanyva permeohonan pengembalian
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal . sudah harus memberikan keputusan.

Apabila jangka wakwu scbagaimana dimaksud pada avat(2)
Pasal int dilampaur. Bupati ¢q. Kepala Dinas tidak



(4)

o~
(W]
L

(6)

memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan
pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus
ditertbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan
Apabila Wajb Pajak mempunvai utang pajak lainnya.
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) Pasal ini, langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih
dahulu utang pajak dimaksud.

Pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam
waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebthan Pajak (SPMKP).

Apabila pengembalian kelebihan pembasyaran pajak dilakukan
setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya
SKPDLB. Bupati cq. Kepala Dinas memberikan imbalan
bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan
pembayaran kelebthan pajak.

Pasal 28

Apabila kelebthan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang
pajak lainnya. sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (4)
Peraturan Daerah ini, pembayaran dilakukan dengan cara
pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai

buktl pembayaran.

(N

(2)

BAB XIII
KADALUARSA
Pasal 29

Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah
melampau jangka waktu 3 (lima) tahun terhitung sejak saat
terutangnya pajak. kecuali apabila Wapb Pajak melakukan
tindak pidana di bidang Perpajakan Dacrah.

Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) Pasal in1. tertangguh apabila:

a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa: .
b. Ada pengakuan utang pajok dari Wajib Pajak baik langsung

maupun tidak langsung.



BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKA N
Pasal 30

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan
Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Pen yxdik
untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang
Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I)
Pasal i, adalah :

a. Menerima , mencari, mengumpulkan dan meneliti

f

keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
di bidang perpa jakan daerah agar keterangan atau laporan
tersebut menjadi lengkap dan jelas.

. Menerima , mencari dan mengumpulkan keterangan

mengenat orang pn badi atau badan tentang kebenaran
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana perpajakan daerah tersebut.

Meminta keterangan dan bahan bukti dan orang pnibadi
atau badan sehubungan dengan tmdak pidana di bidang
perpa jakan daerah.

Memenksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-
dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang
perpa jakan daerah.

Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukt
pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan
daerah_

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau
dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf
€.

Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana
perpajakan daerah.

Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan
diperiksa sebagal tersangka atau saksi.



(3)

(1

(2)

J. Menghentikan penyidikan.

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah
menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, wa jib

memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampatkan

hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun

1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA
Pasal 31

Barang siapa yang melanggar Pasal-pasal vang memuat
ketentuan mengenat kewa jiban dan larangan dalam Peraturan
Daerah ini. diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga)
bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,-(lima
juta rupiah).

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini
adalah pelanggaran

BAB XVI

KETENTUANPENUTUP
Pasal 32

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini akan diatur
kemudian dengan Keputusan Bupati sepanjang mengenai
pelaksanaannya.

Dengan berlakunya Peraturan Dacrah ini. maka Peraturan Dacrah
Kabupaten Sukabumi Nomor 06 Tahun 1998 tentang Pajak
Hiburan. dinsatakan dicabut dan tidak berlaku lag



124 Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerntahkan
pengundangan Peratoran Daerah ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daerah Kabupaten Sukabumt.

Ditetapkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 15 Desember 2004

mWSUMBUML

7H. MAMAN SULAEMAN

Diundangkan di : Palabuhanratu
Pada Tanggal : 15 Desember 2004
SEKRETARIS DAERAH

Pembina Utama Muda
NIP 010 107 898
L.FMB\RAN DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TAHUN 2004 NOMOR 4 SERI B



